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Kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang 

dimiliki oleh warga negara dari suatu negarahukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan 

perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat, bagaimana implementasi 

perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat di PT. Mara Jaya, apa 

hambatan pelaksanaan dalam hal kebebasan berserikat dan bagaimana menanggulangi hambatan 

tersebut terhadap pekerja PT. Mara Jaya.  

Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data 

sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian lapangan dengan melakukan 

wawancara dan pengumpulan data terhadap Ketua Serikat Pekerja PT. Mara Jaya Medan.  

Pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat merupakan 

jaminan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha sebagai 

mitra. Melalui hubungan industial yang sehat akan terjamin kedudukan yang sejajar antara 

pekerja dengan pengusaha, proses produksi berjalan lancar dan kegiatan usaha tidak tergangu 

serta pekerja memperoleh kesejahteraan dan jaminan hidup sampai hari tuanya. Implementasi 

perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal kebebasan berserikat di PT. Mara Jaya awalnya 

tidak terlaksanakan di PT. Mara Jaya. Namun, seakarang sudah terlaksana sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yaitu melindungi hak anggota, turut serta menjaga ketertiban 

demi kelangsungan produksi Menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan 

keterampilan dan keahlian anggota, ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 

kesejahteraan anggota beserta keluarga.  

Dapat disimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan dalam hal kebebasan berserikat terhadap 

pekerja PT. Mara Jaya adalah hambatan internal faktor seperti sumber daya manusia, kurangnya 

komunikasi, minimnya dana. Hambatan eksternal seperti hambatan dari perusahaan dan dari 

pemerintah. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan.  
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